
M a k m u r  K e l i a t
R e y h a n  N o o r
I n d a h  L e s t a r i

1 April 2022

TILIK DATA
“Polemik Harga
Minyak Goreng”



Ringkasan Eksekutif

www.lab45.id

Pasar minyak goreng di Indonesia mendapat banyak intervensi. Di hulu, intervensi
dilakukan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian
ESDM. Sementara itu, Kementerian Perdagangan melalui Harga Eceran Tertinggi (HET)
melakukan intervensi di hilir.
Kebijakan intervensi di hulu menciptakan entry-barrier yang tidak memungkinkan pabrik
pengolahan kelapa sawit dikelola oleh usaha kecil dan menengah.
Kebijakan Biodiesel B30 pun menciptakan disinsentif untuk mengembangkan produk
derivatif di industri minyak kelapa sawit karena dana insentif yang diberikan dari Badan
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Kebijakan intervensi di hilir melalui HET justru menimbulkan kegagalan mekanisme pasar
di mana pasokan minyak goreng tidak mampu mencukupi permintaan masyarakat.
Rantai pasok minyak goreng saat ini membuat munculnya potensi rent seeker, baik di
Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM), serta KementerianPerdagangan.
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Struktur Produksi Minyak Kelapa Sawit

Hasil minyak kelapa sawit dalam negeri lebih banyak dikirim sebagai tujuan ekspor atau sebesar 71% dari total produksi. Sementara itu, produksi
untuk minyak goreng dalam negeri hanya sebesar 20,3% dari total produksi.
Berdasarkan data tersebut, menjadi tidak masuk akal dugaan produsen yang mengalihkan kewajiban domestiknya untuk pasar internasional. Hal
ini disebabkan kewajiban domestik hanya sekitar 29% dari total produksi. Data volume ekspor juga tidak mengalami peningkatan meskipun terjadi
peningkatan harga (lihat halaman 6).
Dengan asumsi produksi minyak kelapa sawit sebesar 11 juta Metrik Ton (MT) dan harga sebesar US$2.000 per MT, maka nilai pasar minyak kelapa
sawit sebesar AS$22 miliar atau sebesar Rp 314,6 Triliun.

Kelapa Sawit

CPO
5,6jt MT

21%

Final 
Products
21jt MT

78%

Biofuel
0,37jt MT

1%

Refinery
7,83jt MT

70%

Biofuel
2,61jt MT

24%

Oleo 
Chemical
0,61jt MT

6%

Ekspor
27jt MT

71%

Domestik
11jt MT

29%
Total Produksi: 38 juta Metrik Ton (MT)

Sumber: GAPKI (2018)
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Rantai Pasok Minyak Goreng Sawit

Sumber: BPS, GIMNI, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan KPPU

Kebun
Kelapa
Sawit

Pabrik
Kelapa
Sawit

Pabrik
Rafinasi Distributor Konsumen

Tandan Buah Segar CPO
Palm Kernel Minyak Goreng Sawit, Mentega, dan sebagainya

• Tengkulak
• Koperasi
• Agen
• Rakyat (6.084.126 

hektar)
• 2.892 Perusahaan* 

(8.417.232 hektar)
• Negara (579.664 

hektar)

38 Perusahaan

• Struktur pasar 
oligopoli (4 
perusahaan
menguasai pasar 
dengan CR4 = 
46,5%).

• 40 perusahaan
tergabung dalam
GIMNI (8 di 
antaranya
terafiliasi dengan
Grup Wilmar; 
tidak terpantau
perusahaan dari
Grup Sinar Mas).

• Pedagang Eceran
• Grosir
• Supermarket
• E-commerce

??

* >20%  lahan sendiri
PP No. 26/2021
Permentan 98/2013 
menciptakan entry 
barrier

• Jumlah petani kebun kelapa sawit
plus buruh yang bekerja di
pengolahan minyak sawit
diperkirakan sebesar 2.509.214
dan 4.279.923 orang.

• Ini berarti basis politik
perkebunan sawit cukup besar
dan pengolahannya berada di
daerah pedesaan-pantai,
terutama di Sumatera dan
Kalimantan.

• Petani sawit berpotensi menjadi
korban dari tekanan harga
minyak goreng di konsumen agar
pabrik kelapa sawit dan rafinasi
dapat mempertahankan margin
keuntungan.

Basis politik perkotaan

Potensi Rent Seeker:
Kementerian Pertanian

dan Kementerian 
Perindustrian

Distributor memiliki
peran penting untuk
menyalurkan minyak
goreng ke pedagang
eceran hingga
platform e-commerce 

74 Perusahaan
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Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di 15 Provinsi

Sumber: BPS (2020)

Berdasarkan survei yang dilakukan
oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada
tahun 2020, Pedagang Eceran dan
Supermarket menjadi aktor yang
paling banyak menyuplai minyak
goreng kepada konsumen Rumah
Tangga. Namun, jika ditelaah lebih
lanjut maka potensi hambatan
ketersediaan (backlog) stok minyak
goreng untuk Rumah Tangga berada
di tingkat Distributor dan Pedagang
Eceran, sehingga kedua titik ini
menjadi yang paling penting bagi
pemerintah untuk melakukan
intervensi.



Sumber: BPS, Council of Palm Oil Producing Countries, dan Bank Dunia www.lab45.id

Dinamika Harga dan Volume Ekspor CPO dan 
Kebijakan terkait Minyak Goreng

Temuan KPPU tindakan kartel
20 produsen minyak goreng

(Mei ‘10)

Kebijakan B20
(Jan '16)

Kebijakan B30
(Des '20)

Kebijakan HET Minyak Goreng 
Rp14.000/liter

(18-Jan)

Kebijakan DMO 20%
(10-Feb)

Kebijakan DMO 30%
(9-Mar)

Pencabutan HET Minyak 
Goreng Kemasan

(16-Mar)
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Monthly Daily Volume Ekspor

Secara bulanan, harga CPO terus mengalami peningkatan sejak pertengahan tahun 2020 dan mencapai puncaknya pada bulan Februari kemarin
pada harga AS$ 1.522,36 per Metrik Ton. Puncak harga ini juga merupakan yang tertinggi secara bulanan sejak tahun 1960.
Tren volume ekspor CPO tidak mengikuti pergerakan harga internasional. Kendati ekspor relatif stabil setiap tahun, sering terjadi lonjakan harga.
Analisis penerapan HET minyak goreng curah dapat dilihat di halaman berikutnya.
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Analisis terhadap Permenperin No. 8/2022 tentang 
Minyak Goreng Curah 
Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 8 Tahun 2022 mengindikasikan bahwa intervensi
pemerintah terus terjadi dan bahkan semakin kuat di pasar minyak goreng. Perkembangan ini seolah-olah
menyampaikan pesan bahwa kesalahan ada di pihak produsen atau pelaku usaha.
Peraturan ini juga menciptakan preseden baru di mana komoditas untuk kebutuhan konsumsi diperlakukan
sebagai komoditas strategis. Muatan sentimen populis juga terdeteksi mengkhususkan segmen “menengah
dan kecil” sebagai konstituen penerima manfaat sehingga menciptakan ruang distribusi baru yang rentan
terhadap kampanye-kampanye politik di tingkat lokal.
Skema dana pembiayaan minyak goreng curah tidak menggunakan dana dari Ang,garan Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), tetapi menggunakan dana extra budget dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa
Sawit (BPDPKS) yang dikumpulkan dari pungutan pengusaha itu sendiri.
Namun, peran Kementerian Keuangan—khususnya Direktorat Sistem Manajemen Investasi dan Direktorat
Pembinaan Pengelola Keuangan tampak diabaikan dalam penggunaan dana BPDPKS. Padahal, payung
hukum untuk pungutan dana tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.
Titik rawan pada Sistem Informasi Industri Nasional dan proses pembayaran dengan rentetan birokrasi
menciptakan kemungkinan terjadinya rent-seeker baru. Lebih lanjut, sanksi pembekuan membuat
ketidaknyamanan bagi para investor dan menjadi ancaman bagi keberlanjutan lapangan kerja bagi buruh.
Dalam praktiknya, peraturan ini juga menciptakan potensi konflik antara jaringan distribusi pelaku usaha dan
BUMN yang ditugaskan pemerintah.
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Mitigasi Bottleneck: Forward tracing & Backward tracing

Sumber: BPS (2020)

Terjadi pergeseran margin
keuntungan dari tingkat Distributor
ke Pedagang Eceran dan Swalayan.
Jika di tahun 2018 Distributor
menikmati margin sebesar 9,52%
maka margin tersebut menurun
menjadi 6,67% pada tahun 2020.
Sebaliknya, margin di tingkat
Pedagang Eceran dan Swalayan
meningkat sebesar 3,19% menjadi
10,07% di tahun 2020.
Namun, data ini tidak cukup
menggambarkan adanya intensi
tindakan spekulatif karena margin
yang relatif wajar. Hal yang perlu
dilakukan ke depan adalah mencari
tahu apakah margin di atas masih
berlaku pada saat harga naik.
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Mitigasi dan Rekomendasi

Pemerintah sebaiknya melakukan backward dan forward tracing untuk memetakan penyebab
kelangkaan stok minyak goreng di pasar domestik.

Komunikasi langsung antara Kementerian Perdagangan dan produsen minyak goreng juga
perlu segera dilakukan sebagai upaya menyelesaikan permasalahan kelangkaan stok dan
menyusun solusi yang mengutamakan keberlangsungan mekanisme pasar daripada
intervensi langsung oleh pemerintah.

Pemerintah hendaknya memastikan agar kebijakan Harga Eceran Tertinggi untuk minyak
goreng curah tidak kembali mengakibatkan kelangkaan stok seperti yang terjadi pada
minyak goreng dalam kemasan.




